
BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI TRENGGALEK,

Mcnimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Dan

Uji Faktual Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum Calon

Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dari Tim

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

tanggal 1 Maret 2023 Nomor : 18O1711406.001.3/2023 serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan

Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Bantuan Flukum untuk Masyarakat Miskin perlu menetapkan

Keputusa.n Bupati tentang Lembaga Bantuan Hukum RAKYAT

sebagai Organisasi Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum

untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 195O Nomor 19, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah

Negara

diubah

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 1r5 l406,o0I,3l2o23
TENTANG

LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT SEBAGAI ORGANISASI BANTUAN

HUKUM PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN



.)

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 -Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Dj awa Timur, Djawa Tengah, Dj awa Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a288\;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ter.lang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



a-

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679\;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat

dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 5421);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan tlukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk

Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek



Menetapkan :

KESATU :

Tahun 2Ol5 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

KabuPaten Trenggalek Nomor 45);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2O18 tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 terltang Perubahan Atas

Peraturar Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Lembaga Bantuan Hukum Ralyat yang beralamat di

Perumahan Griya Pogalan Asri Blok C-8 Desa Pogalan

Kecamatan Pogalan sebagai Organisasi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin'

Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan BuPati ini bertugas
KEDUA

melaksanakan bantuan hukum baik secara litigasi maupun

non litigasi, untuk orang miskin atau kelompok orang miskin

warga Kabupaten Trenggalek yang berdomisili di Kabupaten

Trenggalek yang mengalami permasalahan hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Tre ek
pada tanggal I 2'2?
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